WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 5

Menimbang

TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

: a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber

pendapatan daerah yang penting guna membiayai
pelaksanaan pemerintahan daerah;

bahwa menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah
ditetapkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang salah satunya
mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-
157/MK.7/2012 tanggal 6 Maret 2012 Hal Permohonan
Penghentian Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah Atas Pemakaian/Penggunaan Jalan, Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah atas Pemakaian/Penggunaan
Jalan Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf
D dan Lampiran I huruf D Peraturan Daerah Kota Binjai
Nomor 5 Tahun 2011 tentan®. Retribusi Jasa Usaha harus
dihentikan pemungutannya, ‘karena bertentangan dengan
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah dan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor
188.34/2270/SJ tanggal 3 Mei 2013 Perihal Klarifikasi
Peraturan Daerah menyatakan Pasal 8 ayat (1) huruf D dan
Lampiran I huruf D Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha bertentangan
dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan,
sehingga perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi dimaksud;




Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Usaha;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten
Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3322);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4655);

9. Peraturan .......




Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

10. Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2012 tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5317);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan
Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5346);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5594);

13. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun
2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai
Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI

dan
WALIKOTA BINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor
5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d dihapus.

2. Ketentuan Lampiran I huruf D angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka
5 dihapus.

3. Ketentuan .......




3. Ketentuan Pasal 56 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai

) i pada tanggal 25 Nopember 2016

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI WALIKOTA BINJAI,
>

M red

OTTO HARIANTO, SH
r NIP. 19621229 198503 1 006

MUHAMMAD IDAHAM
Diundangkan di Binjai
pada tanggal 25 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

ELYUZAR SIREGAR
LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2016 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI, PROVINSI SUMATERA UTARA :
(164/2016)




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 5
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas
daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai
hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan tersebut, Daerah berhak
mengenakan pungutan kepada masyarakat. Sesuai Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, setiap orang
pribadi atau Badan Hukum yang menikmati fasilitas pemakaian kekayaan
daerah dipungut Retribusi Jasa Usaha.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta. Adapun prinsip dan sasaran dalam penetapan
besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk
memperoleh keuntungan yang layak.

Sesuai Pasal Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota Binjai menetapkan Peraturan
Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang
salah satunya mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang
salah satunya objeknya terhadap Pemakaian/Penggunaan Jalan Kota.

Di dalam pelaksanaannya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas
Pemakaian/Penggunaan Jalan Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat
(1) huruf D dan Lampiran I huruf D Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha harus dihentikan pemungutannya,
karena berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-157/MK.7/2012
tanggal 6 Maret 2012 Hal Permohonan Penghentian Pemungutan Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Pemakaian/Penggunaan Jalan,
bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
dan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya .......

.




IT.

Selanjutnya berdasarkan klarifikasi Menteri Dalam Negeri berdasarkan
Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/2270/SJ tanggal 3 Mei 2013
Perihal Klarifikasi Peraturan Daerah menyatakan Pasal 8 ayat (1) huruf D dan
Lampiran I huruf D Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha, dimana bertentangan dengan Pasal 7 Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan, sehingga perlu
disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
dimaksud.

Selain itu menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
188.34-6062 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 56 Peraturan Daerah
Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, telah
ditetapkan Keputusan Walikota Binjai Nomor tentang Penghentian
Pelaksanaan Pasal 56 Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha, dan selanjutnya dilakukan pencabutan Pasal
56 Peraturan Daerah dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan
Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
Cukup Jelas.
Angka 2
Cukup Jelas.
Angka 3
Menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-
6062 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 56 Peraturan Daerah
Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
Pasal 11
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 14




